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Abstrak 
 
Permasalahan yang terjadi dalam konteks pengembangan wisata kampung budaya ini 
yaitu kurangnya peran atau keikutsertaan masyarakat. Selain itu kerjasama dan peran 
pemerintah terkait seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Desa Karangrejo, 
serta Kepala Dusun Sejo dalam pengembangan wisata budaya juga dirasa masih kurang. 
Hal ini dapat dilihat pada fakta bahwa hingga saat ini belum terdapat peningkatan yang 
signifikan dalam proses pengembangan kampung budaya. Padahal sinergitas antar pihak 
sangat penting guna melancarkan pengembangan wisata budaya ini. Adapun beberapa 
permasalahan terkait keterlibatan antar pihak ini ialah kurangnya komunikasi antar pihak 
dan kurangnya tanggungjawab dalam mengelola maupun mempromosikan kampung 
budaya. Model collaborative governance di terapkan dalam pengembangan kampung 
budaya Dusun Sejo dimana pihak pemerintah dan non pemerintah terdapat hubungan 
kerjasama antar stakeholders untuk memajukan kampung budaya Dusun Sejo, akan tetapi 
model kerjasama yang diterapkan tersebut masih belum maksimal sebab masih terdapat 
stakeholders yang belum menjalankan perannya secara maksimal. Selain itu, 
pengembangan atau pembangunan wisata budaya tersebut tidak berkelanjutan sehingga 
kampung budaya Dusun Sejo tidak tampak perkembangan yang pesat atau dapat 
dikatakan masih belum bisa berkembang dengan baik. 
 
Kata Kunci : Kampung budaya Dusun Sejo (Kabuse), stakeholders, model kerjasama, 
wisata budaya 
 
 
 
 
Abstract 
 
The problems that occur in the context of cultural tourism development of this village is 
the lack of role or participation of the government in the development of the culture 
village of Sejo, whereas people are very enthusiastic to develop the village. Besides the 
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problems faced by the mamager of culture village of Sejo in its development is due to 
limited funds where in that area are mostly middle-class to lower-class. This can be seen 
that until now there has not been a significant progress in the process of cultural village 
development. Whereas the synergy between parties is very important in order to launch 
the development of this cultural tourism. Some problems related to the involvement 
between these parties is the lack of communication between parties and the lack of 
responsibility in managing and promoting the cultural village. So from these problems, 
the introduction of cultural village among the general public is not optimal. The 
collaborative governance model is applied in the development of culture village of Sejo 
where the government and non-governmental parties have a cooperative relationship in 
inter-stakeholders to promote the culture village of Sejo, but the cooperative model is still 
not maximized because there are still many stakeholders who have not performed their 
role maximally. In addition, the development of cultural tourism is not sustainable so the 
culture village of Sejo does not show their progress or it can be said can not develop 
properly. 
 
Keywords: Culture Village of Sejo (Kabuse), stakeholders, model of cooperation, cultural 
tourism 
 
 
 
A.   Pendahuluan 
 
Kabupaten Pasuruan memiliki ragam potensi wisata. Namun demikian potensi 
wiata tersebut perlu mendapatakan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan 
agar dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan sehingga dapat di kembangkan 
dan memberikan prospek yang menjanjikan. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten 
Pasuruan untuk mewujudkan hal tersebut tertuang dalam salah satu misi Bupati 
Pasuruan yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan sosial-masyarakat yang aman, 
tenteram, religius, harmonis, serta berkebudayaan. Untuk mencapai misi tersebut, 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pasuruan dengan Dinas lain yang terkait pada saat ini 
sedang menggarap salah satu wisata lokal yaitu wisata budaya sejo yang berada di 
Dusun Sejo, Desa Karangrejo Kabupaten Pasuruan. 
Pencanangan Dusun Sejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol sebagai wisata 
budaya telah diresmikan oleh Bupati Pasuruan yaitu HM Irsyad Yusuf dengan Ketua 
DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, Asisten II Sekda Kabupaten Pasuruan, 
Achmad Zainuddin, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Heri Yitno dan 
Kabag Perekonomian, Sumantri. Acara tersebut berlangsung pada hari Minggu tanggal 
28 Desember 2014. Bupati Pasuruan melakukan pemukulan gong dan penandatanganan 
prasasti sebagai tanda dicanangkannya Dusun Sejo sebagai Kampung Budaya-nya 
Kabupaten Pasuruan. Harapan dengan adanya kampung budaya ini ialah warga dapat 
terus bersemangat untuk menjadikan dusun Sejo sebagai gudangnya kebudayaan di 
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Kabupaten  Pasuruan.  Selain  itu  Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan  khususnya  Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan akan memberikan perhatian dalam bentuk keuangan untuk 
membangun sarana dan prasarana serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh warga 
Dusun Sejo (pasuruankab.go.id). 
Latar belakang dipilihnya Dusun Sejo sebagau tempat pengembangan wisata 
budaya karena di daerah terebut memiliki seorang seniman sekaligus pelukis yakni Jupri 
Abdullah yang terkenal dengan lukisan super mini. Beliau sangat antusias untuk 
mengajar melukis kepada warga khususnya generasi-generasi muda Dusun Sejo. 
Menurut Jupri Abdullah, Kampung Budaya merupakan perwujudan upaya untuk 
menggeliatkan kearifan budaya lokal yang sepertinya sudah mulai banyak ditinggalkan 
oleh generasi muda, salah satunya seni lukisan dan kesenian jaran kepang. Kesenian 
jaran kepang sekarang ini kurang begitu diminati kalangan muda padahal kesenian ini 
mengandung unsur olahraga. Selain itu terdapat kesenian yang terdapat di kampung 
budaya Dusun Sejo seperti seni tari reog, seni karawitan yang sudah lama melekat di 
masyarakat tersebut dari generasi ke generasi sekitar 20 tahun lamanya akan tetapi 
kesenian tersebut mulai memudar sebelum dicanangkannya Dusun Sejo sebagai 
kampung budaya. Maka dari itu Pelukis Jupri Abdullah mengangkat seni dan budaya di 
Dusun Sejo dengan harapan dapat dapat melestarikan kebudayaan dan daapt ditiru oleh 
kampung lainnya. 
Kampung Sejo sekarang ini menjadi sentral budaya Pasuruan.  Pengembangan 
karakter budaya di daerah ini tidak terlepas dari upaya seniman Jupri Abdullah yang 
mengadakan kegiatan dialog maupun diskusi bersama. Hasil dari kegiatan tersebut ialah 
berupa penciptaan brand untuk mengenalkan kampung budaya di kalangan masyarakat 
luas. Sebagai perwujudan kampung budaya, rumah-rumah warga kini dihiasi dengan 
ornamen lukisan dan karya seni budaya yang bernilai tinggi. Pun buah karya masyarakat 
ini mengandung nilai moralitas, seperti upaya memerangi narkoba dengan 
memvisualisasikan dampak negatif peredaran dan penggunaan narkoba dalam bentuk 
lukisan (news.okezone.com). Hal tersebut tentu memicu daya tarik masyarakat untuk 
berkunjung ke kampung budaya.  Selain  itu  juga, kampung budaya Dusun  Sejo  ini 
kerapkali berkesempatan untuk mengisi beberapa acara budaya seperti acara Padang 
Bulan Seni dan Tari yang diselenggarakan di Candi Jawi Prigen Pasuruan pada tanggal 
11 Juni 2016. 
 
Berdasarkan  beberapa  hal  tersebut,  maka  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan 
 
Kabupaten Pasuruan mengembangkan wisata budaya Dusun Sejo sebagai representasi 
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budaya lokal. Dalam pengembangan Dusun Sejo sebagai Kampung budaya tentu tidak 
hanya melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan saja, akan tetapi para stakeholders 
dan masyarakat serta pihak swasta yang dalam hal ini yaitu PT Nestle Desa Karangrejo 
yang juga berperan aktif didalamnya. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat ini tak lain 
ialah agar pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat dengan asumsi 
masyarakat lebih mengetahui potensi daerahnya (Sulistyaningsih, T., Negara, P. D., & 
Hardini, H. K. (2016). PENGEMBANGAN DESA WISATA AGRO BERBASIS 
BUAH TROPIS DI KOTA BATU JAWA TIMUR. Research Report, 652-660) . Hal ini 
sejalan dengan pendapat Muallisin (2007: 8) bahwa model pendekatan masyarakat 
(community approach) menjadi standar baku bagi proses pengembangan pariwisata di 
daerah pinggiran, dimana melibatkan masyarakat didalammnya adalah faktor yang 
sangat penting bagi kesuksesan produk wisata. Pendapat ini diperkuat oleh Raharjana 
(2012: 235-236) yang mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan apapun bentuknya, 
termasuk pariwisata sudah semestinya melibatkan masyarakat sebagai subjek. Warga 
setempat diberi hak mutlak untuk ikut menentukan masa depan. Selain itu lewat 
penerapan metode participatory approach, tidak ada terjadi kegagalan model 
pembangunan sebelumnya yang cenderung tidak partisipatif. Hal ini juga dikemukakan 
oleh Rahwmawati, Noor, Wanusmawati (2014: 641) bahwa keberhasilan pelaksanaan 
inovasi di daerah tidak sendiri oleh pemerintah daerah, akan tetapi membutuhkan sinergi 
dengan stakeholders lainnya. Namun permasalahan di lapangan seringkali karena 
kurangnya keterlibatan stakeholders lain. Padahal kerjasama antar stakeholders 
termasuk masyarakat sangat berpengaruh dalam pengembangan suatu wisata. 
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa partisipasi dari 
pemerintah dan masyarakat sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan 
yang dalam hal ini merupakan pengembangan pariwisata. Kurangnya partisipasi dari 
pemerintah, masyarakat dan koordinasi dari beberapa stakeholders membuat 
pembangunan tidak berjalan sesuai rencana. 
Permasalahan yang terjadi dalam konteks pengembangan wisata kampung budaya 
ini yaitu kurangnya peran atau keikutertaan pemerintah dalam pengembangan kampung 
budaya Dusun Sejo, padahal masyarakat sangat antusias untuk mengembangkan 
kampung tersebut. Selain itu kendala yang dihadapi oleh pengelola kampung budaya 
Dusun Sejo dalam pengembangannya yaitu karena keterbatasan dana dimana di daerah 
terebut mayoritas masyarakatnya menengah kebawah. Hal ini dapat dilihat pada fakta 
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bahwa hingga saat ini belum terdapat peningkatan yang signifikan dalam proses 
pengembangan kampung budaya. Padahal sinergitas antar pihak sangat penting guna 
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melancarkan pengembangan wisata budaya ini. Adapun beberapa permasalahan terkait 
keterlibatan antar pihak ialah kurangnya komunikasi antar pihak dan kurangnya 
tanggungjawab dalam mengelola maupun mempromosikan kampung budaya. Sehingga 
dari permasalahan tersebut, pengenalan kampung budaya di kalangan khalayak umum 
masih belum secara optimal. 
Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini akan membahas tentang model 
kerjasama antar stakeholders dalam pengembangan wisata budaya Dusun Sejo. Adapun 
peneliti akan membahas dari mulai tahap penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang 
menjelaskan seputar model dari pengembangan wisata budaya secara komprehensif. 
Penelitian ini dirasa sangat penting mengingat di era globalisasi saat ini tengah 
berlangsung pemudaran budaya atau ciri khas daerah di kalangan muda yang lebih 
condong dengan budaya luar. Pun juga terdapat beberapa negara lain yang mencoba 
untuk mengklaim budaya Indonesia sebagai budayanya. Untuk itu diperlukan upaya 
dalam melestarikan budaya sebagai identitas bangsa Indonesia di kancah internasional. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “MODEL KERJASAMA ANTAR STAKEHOLDERS DALAM 
PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA DUSUN SEJO KABUPATEN 
PASURUAN”. 
Secara teoritis penelitian ini diharapan dapat memperkaya konsep mengenai 
kerjasama antar stakeholders dalam pengembangkan wisata daerah dan merupakan 
pengembangan teori collaborative governance dan secara praktis Dapat dijadikan sebagai 
bahan rekomendasi pemerintah dalam hal kerjasama antar stakeholders dalam 
mengembangkan wisata budaya di Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan. Sedangkan manfaat 
untuk masyarakat yakni memberikan informasi terkait pengembangan wisata budaya. 
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Berikut merupakan kerangka berfikir yang merupakan argument peneliti mengenai 
topik penelitian : 
Gambar 1. Kerangka Berfikir 
 
Asumsi: 
Lunturnya  daya  tarik  kebudayaan  di  kalangan  generasi  muda,  menjadikan 
keberadaan budaya semakin kritis. Seperti halnya seni lukis, seni karawitan, seni 
tari yang kini semakin sedikit peminatnya. Dusun Sejo memiliki potensi budaya 
yang perlu dikembangkan. 
 
 
 
Pencanangan Wisata Kampung Budaya Dusun Sejo sebagai Salah Satu Wujud 
Penggalakan Pelestarian Budaya. 
 
 
 
Kerjasama antar stakeholder 
sebagai komitmen dalam 
pencanangan kampung 
budaya 
Kerjasama dalam 
penyusunan program 
 
Kerjasama dalam 
pelaksanaan program 
 
 
Kerjasama dalam 
evaluasi program 
 
 
 
Faktor pendukung 
 
 
Faktor penghambat 
 
 
 
 
Saran 
 
 
 
 
 
B.   Metode 
 
Metode penelitian merupakan langkah sistematis dalam mendapatkan informasi 
sesuai dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 
kualiatif dimana hal tersebut dapat memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data 
yang tersebar, kemudian dituangkan dalam suatu tema supaya memiliki makna dan 
arti yang lebih mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan jenis penelitian Model 
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Kerjasama Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Wisata Budaya Dusun Sejo 
Kabupaten Pasuruan yakni merupakan penelitian deskriptif dimana menurut Bogdan 
dan Taylor dalam (Moleong, 2002: 9) penelitian deskriptif merupakan penelitian 
yang dapat menghasilkan data berupa tulisan atau kata-kata lisan dari narasumber di 
lapangan sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang banyak terhadap 
permasalahan yang sedang diteliti  (Moleong, 2002: 9). 
 
 
C.   Tinjauan Teori 
 
1. Kemitraan/Kerjasama 
 
Istilah kemitraan sebenarnya sudah lama dikenal oleh masyarakat kita 
seperti halnya istilah gotong-royong yang termasuk dalam kegiatan kerja sama 
atau kemitraan. Sedangkan istilah kemitraan menurut Notoatmojo merupakan 
kerjasama formal  antara individu-individu, organisasi, dan kelompok untuk 
mencapai tujuan tertentu (Notoatmodjo, 2003: 107). Kemitraan merupakan salah 
satu strategi yang digunakan dalam mendukung keberhasilan pengembangan 
sumber daya maupun kelembagaan, dalam kemitraan dibutuhkan kesepemahan 
pengelolaan program, kesepemahan pengembangan program antara lembaga 
yang bermitra. Dalam pengembangan wisata budaya Dusun Sejo masyarakat 
dengan pemerintah bekerjasama untuk menggapai target bersama-sama 
berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing. Kemitraan dapat dilakukan 
dalam transfer teknologi, transfer pengetahuan/ketrampilan, transfer sumber 
daya, transfer cara belajar dan sebagainya. Jadi dibutuhkan kesehapaham 
bersama dalam melakukan pengelolaan program, pelaksanaan program dan 
evaluasi program untuk pengembangan wisata budaya tersebut guna tercapainya 
tujuan bersama. 
2. Stakeholders 
 
Menurut Hetifah dalam Tutik (2014: 825) menjelaskan bahwa stakeholders 
merupakan individual, kelompok masyarakat dan organisasi baik itu laki-laki 
maupun perempuan yang memiliki sebuah kepentingan atau keterlibatan dalam 
suatu kegiatan. Pengembangan pariwisata pada hakikatnya melibatkan paling 
sedikit tiga stakeholders dimana ketiganya saling berkaitan satu dengan yang 
lain, tiga stakeholders yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah daerah, 
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pihak swasta (perusahaan) dan kelompok masyarakat. Pada penelitian model 
kerjasama antar stakeholders dalam pengembangan wisata budaya Dusun Sejo 
Kabupaten Pasuruan melibatkan beberapa stakeholders, dan yang dimaksud 
stakeholders dalam penelitian ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan, PT Nestle Desa Karangrejo, pengelola kampung 
budaya Dusun Sejo, aparatur Desa Karangrejo, dan masyarakat Dusun Sejo, 
mereka memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam pengembangan wisata 
budaya tersebut, peran dan fungsi yang berbeda tersebut harus dipahami agar 
pengembangan kampung budaya dapat berjalan dengan baik. 
3. Pengembangan Wisata Budaya 
 
Menurut Yoeti (2008: 273) pengembangan merupakan cara atau usaha yang 
dilakukan guna mengembangkan serta memajukan sesuatu yang suah ada. 
Pengembangan wisata pada suatu daerah sebagai tujuan pariwisata selalu 
mempertimbangkan  dan  memperhitungkan  dengan  keuntungan  serta 
manfaatnya bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Pengembangan 
wisata harus sesuai dengan perencanaan yang baik dan matang sehingga akan 
berdampak baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, baik dari segi ekonomi, 
sosial, maupun budaya. Sedangkan pengertian pariwisata menurut Soekadijo 
yaitu semua kegiatan yang ada di dalam kelompok masyarakat yang terdapat 
komunikasi antara masyarakat dengan pelancong. Beberapa kegiatan seperti 
penyelenggaraan pekan pariwisata, pembuatan pusat rekreasi, pembangunan 
hotel, perbaikan cagar budaya, penyediaan transportasi dan lain sebagainya, 
semua hal tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan pariwisata dimana berbagai 
kegiatan tersebut bisa membuat para wisatawan berdatangan untuk berlibur atau 
rekreasi ( Soekadijo, 1997 : 2). 
4. Collaborative Governance 
 
Definisi Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2007:544) 
adalah “ a governing arragement where one or more public agencies direcly 
engage non-state stakeholder in a collective decision-making process that is 
formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or 
implement public policyor manage public programs or assets” (sebuah 
pemerintahan   yang   mengatur   satu   atau   lebih   lembaga-lembaga   publik, 
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pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan 
kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus dan musyawarah yang 
bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau program 
atau aset publik). 
Pendapat dari jurnal ini juga didukung oleh Emerson et.al. (2011:2) yang 
menyatakan di dalam penelitiannya bahwa “ the processes and structures of 
public policy decision making and management that engage people 
constructively across the boundaries of public agencies, levels of goverment, 
and/or the public, private and civic spheres in order to carry out public purpose 
that could not otherwise be accomplished” (proses dan struktur pengambilan 
keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara 
konstruktif pada batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan dan 
masyarakat, swasta, dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang 
tidak bisa dicapai apabila dilakukan oleh satu pihak saja). Berdasarkan 
pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa kolaborasi pemerintahan merupakan 
serangkaian proses pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beberapa 
pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut 
merupakan stakeholders yang mempunyai tupoksi dan kedudukan yang berbeda- 
beda akan tetapi memiliki tujuan untuk dicapai bersama-sama. 
 
 
D.   Pembahasan 
 
1. Bentuk   Keterlibatan   Stakeholders   Dalam   Pengembangan   Kampung 
 
Budaya Dusun Sejo 
 
Pengertian stakeholder menurut Hetifah (2003:3) dimaknai sebagai 
individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau 
dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program 
pembangunan. Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya melibatkan tiga 
stakeholders  yang  saling  terkait  yaitu  pemerintah,  swasta,  dan  
masyarakat. 
Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi yang berbeda 
yang perlu dipahami agar pengembangan wisata di suatu daerah dapat terwujud 
dan terlaksana dengan baik. 
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Gambar   2.   Keterlibatan   antar   aktor/Stakeholders   Dalam   Pengembangan 
 
Kampung Budaya Dusun Sejo. 
 
 
Masyarakat & Seniman : 
1.   Pendanaan 
2.   Promosi 
3.   Menyelenggara 
kan event lokal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemerintah Daerah 
kabupaten Pasuruan : 
1.   Peningkatan SDM 
2.   Infrastruktur 
3.   Promosi 
4.   Pembinaan 
5.   Menyelenggara 
Kan event daerah 
 
 
 
 
 
Program CSR 
PT Nestle Indonesia Desa 
Karangrejo : 
1.   Pendanaan Kabuse 
2.   Membeli produk 
Kabuse 
3.   Program CSR 
 
 
Sumber : Data Primer, diolah peneliti. 
 
 
Peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata bertugas membuat 
kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Sebagai contoh, pemerintah 
menyediakan  dan  membangun  infrastruktur  pendukung kegiatan  pariwisata, 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja sebagai tenaga kerja 
di sektor pariwisata, dan lain-lain. seperti dalam hal ini Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten ikut serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia di kampung budaya Dusun Sejo dengan mengadakan pelatihan sablon 
yang dilaksanakan pada tahun 2015. 
Pihak swasta sebagai pelaku bisnis mempunyai peran dalam menyediakan 
sarana pendukung pariwisata. Kepariwisataan membutuhkan banyak sarana 
pendukung seperti restoran, akomodasi, biro perjalanan, transportasi, dan lain- 
lain (Yoeti, 1990). Keterlibatan pihak swasta sangat penting dalam 
pengembangan kampung budaya dimana yang ikut terlibat dalam 
pengembangan kampung budaya ini yaitu PT Nestle Desa Karangrejo 
Kecamatan  Gempol.  Sedangkan  masyarakat  sebagai  pemilik  dan  pengelola 
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dapat menjadi bagian dari atraksi wisata untuk menarik wisatawan dengan cara 
mengenalkan kebudayaan dan kebiasaan sehari-hari yang menjadi keunikan dan 
ciri khas dari objek wisata 
2. Model Kerjasama Antar Stakeholders 
 
Keberhasilan pengembangan wisata terletak pada kolaborasi sumber daya 
pelaksana yang baik serta ketepatan dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya masing-masing. selain itu juga perlu adanya komunikasi dan 
koordinasi yang baik antar pelaksana meskipun tugas pokok dan fungsinya 
berbeda-beda. Terlebih lagi apabila pengembangan wisata tersebut tidak hanya 
melibatkan pemerintah saja, akan tetapi terdapat perusahaan asing yang ikut 
terlibat dalam pengembangan tersebut. 
Gambar 3. Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 
 
INPUT                                PROSES                           OUTPUT 
 
Pengajuan Program 
 
Pemberdayaan 
 
Pelaksanaan 
 
Program 
 
Produk Kampung 
 
Budaya Dusun Sejo 
 
 
Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti. 
 
Pengelola kampung budaya Dusun Sejo bersama kelompok masyarakat 
kreatif mengajukan program kegiatan pengadaan alat sablon ke Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan tahun 2015 dan mendapat 
respon baik dari dinas tersebut. Pelaksanaan program pengadaan alat sablon 
tersebut dilakukan di Balai Desa Karangrejo pada tahun 2015 dan di hadiri 
pengelola kampung budaya, kelompok masyarakat kreatif serta aparatur Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan sebagai penyelenggara 
kegiatan tersebut. 
Hasil dari kegiatan tersebut membuat kampung budaya mempunyai produk 
kaos sablon sehingga dapat menghasilkan pendapatan untuk pengembangan 
kampung budaya, dari pengadaan alat sablon tersebut masyarakat kampung 
budaya dapat mengkreasikan dan memanfaatkan alat tersebut dengan dapat 
membuat lampu lampion, jadi dari alat tersebut tidak hanya menghasilkan kaos 
sablon saja akan tetapi dapat menghasilkan produk lain seperti lampu lampion. 
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Adapaun ilutrasi tentang pertemuan antar aktor atau stakeholders dalam kegiatan 
pengadaan alat sablon akan dijelaskan sebagai berikut : 
Gambar 4. Pertemuan Antar Aktor/ Stakeholders (Kolaborasi) Dalam Kegiatan 
 
Pengadaan Alat Sablon & Pelatihan Alat Sablon. 
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Sumber : Data Primer, diolah peneliti. 
 
Dalam pengembangan kampung budaya Dusun Sejo juga terdapat 
kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan 
Perusahaan Asing yaitu PT Nestle yang ikut berpartisipasi terhadap 
pengembangan kampung budaya, hal tersebut tidak hanya dilakukan setelah 
dicanangkannya Dusun Sejo sebagai kampung budaya, seperti yang sudah 
dijelaskan keterlibatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat besar dalam 
pengembangan wisata budaya Dusun Sejo mulai dari pelatihan untuk 
meningkatkan SDM, mengikutsertakan kampung budaya Dusun Sejo pada 
event-event daerah dengan menjual produk-produk kampung budaya, serta 
komunikasi dan suport yang baik. Selain itu, terdapat juga partisipasi yang 
diberikan oleh non pemerintah yaitu dari PT Nestle Desa karangrejo mulai dari 
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persiapan pencanangan kampung budaya Dusun Sejo pada 28 Desember 2014 
serta membeli produk-produk dari kampung budaya seperti lampu lampyon 
sebagai suvenir. 
Keterlibatanan non pemerintah juga terdapat pada seniman atau budayawan 
dimana seniman selalu memberikan masukan-masukan untuk kampung budaya 
kedepannya serta membantu dalam melestarikan seni lukis, tari, dan karawitan 
dengan melatih generasi-generasi muda yang ada di kampung budaya Dusun 
Sejo. Masyarakat kampung budaya Dusun Sejo juga memiliki semangat yang 
tinggi dan sangat berperan dalam pengembangan kampung budaya Dusun Sejo 
dengan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan kampung budaya dan 
menyumbangkan dana untuk setiap kegiatan kampung budaya. 
3. Faktor Pendukung dan Penghambat 
Tabel 1. Faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan kampung 
budaya Dusun Sejo. 
 
NO Faktor Pendukung Faktor Penghambat 
1. Masyarakat mempunyai semangat 
 
untuk  mengembangkan  kampung 
budaya 
kurangnya  komunikasi  antara  pemerintah 
 
dengan  masyarakat  dalam  pengembangan 
kampung budaya 
2. Ketelibatan    Perusahaan    Asing 
 
dalam   pengembangan   kampung 
budaya 
Kualitas sumber daya manusia yang belum 
 
optimal  serta  mayoritas  masyarakat  kelas 
menengah kebawah 
3. Infrastruktur yang memadai Keterbatasan dana untuk mengembangkan 
 
kampung budaya 
4. Tempat   yang   strategis,   mudah 
 
untuk dikunjungi 
Pembangunan yang tidak berkelanjutan 
5. Keterlibatan  Dinas  Perindustrian 
 
dan Perdagangan dalam 
peningkatan SDM kampung 
budaya Dusun Sejo 
Birokrasi dirasa menyulitkan masyarakat 
Sumber : Data primer, diolah peneliti. 
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a.    Faktor Pendukung 
 
Berdasarkan penggalian informasi yang telah dilakukan oleh penulis 
terdapat beberapa faktor yang mendukung dalam pengembangan kampung 
budaya Dusun Sejo antara lain: keikutsertaan masyarakat dalam 
pengembangan kampung budaya, keterlibatan perusahaan asing, 
infrastruktur yang memadai, tempat yang strategis, dan keterlibatan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan dalam peningkatan SDM di Dusun Sejo 
Desa Karangrejo Kabupaten Pasuruan. 
Masyarakat  kampung budaya Dusun  Sejo  mulai  dari  senior  
sampai kalangan muda ikut terlibat dan berperan aktif dalam 
pengembangan kampung budaya mulai dari persiapan pencanangan 
kampung budaya, pencanangan kampung anti narkoba, promosi kampung 
budaya serta penyelenggaraan event dan kegiatan rutin tahunan. 
Selain keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kampung budaya, 
terdapat juga keterlibatan Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten 
Pasuruan dengan meningkatkan sumber daya manusia yang ada, 
peningkatan sumber daya manusia dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan dilakukan pada tahun 2015 dengan mengadakan pelatihan 
sablon. Kegiatan tersebut secara antusias di ikuti oleh masyarakat Desa 
Karangrejo, meskipun kegiatan yang diakukan di balai desa Karangrejo 
tersebut diusulkan warga kampung budaya akan tetapi kegiatan tersebut 
dapat diikuti oleh semua warga desa Karangrejo. 
Faktor lain yang menjadi faktor pendukung pengembangan kampung 
budaya yaitu infrastruktur yang memadai dan tempat kampung budaya yang 
strategis sehingga mudah untuk dikunjungi oleh wisatawan. Kampung 
budaya Dusun Sejo dapat dikatakan tempat yang strategis karena terletak 
pada jalan utama antara Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Pasuruan 
sehingga mudah sekali bagi wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut. 
Akses jalan yang bagus juga merupakan faktor yang mendukung untuk 
memudahkan wisatawan mengunjungi kampung budaya. 
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b.    Faktor Penghambat 
 
Dalam pengembangan kampung budaya terdapat beberapa kendala 
sehingga hal tersebut membuat kampung budaya Dusun Sejo tidak terdapat 
kemajuan yang signifikan, hal ini dikarenakan minimnya/keterbatasan dana 
untuk membuat sebuah event sebagai promosi yang dilakukan oleh 
kampung budaya sehingga event-event tersebut tidak dapat berjalan dengan 
maksimal, selama ini kampung budaya mengadakan event-event dengan 
swadaya dari masyarakat, dapat dilihat bahwa masyarakat di kampung 
budaya merupakan masyarakat menengah kebawah serta terdapat 
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan PP Nomor 2 Tahun 2012 yang 
menghambat kampung budaya menerima bantuan dana hibah dari 
pemerintah. 
Jadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sekarang ini masih belum bisa 
banyak membantu untuk mengembangkan kampung budaya Dusun Sejo 
dikarenakan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dimana 
yayasan yang berhak menerima dana hibah harus berbadan hukum dan 
minimal 3 tahun setelah yayasan tersebut telah didaftarkan di 
Kemenkumham. Hal tersebut juga dikatakan oleh pak Yudi selaku ketua 
pengelola kampung budaya Dusun Sejo, beliau mengatakan bahwa ketika 
mengajukan peralatan tidak di berikan oleh Dinas dikarenakan persyaratan 
yang mengharuskan penerima hibah harus berbadan hukum dan minimal 3 
tahun setelah di daftarkan di Kemenkumham. 
Selain itu kendala yang dihadapi dalam pengembangan kampung 
budaya ini yaitu kualitas sumber daya manusia. Ahmad Toharji (2002: 12) 
menyimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah segala potensi yang ada 
pada manusia baik berupa akal pikiran, tanaga, ketrampilan, emosi, dan 
sebagainya yang dapat digunakan baik untuk dirinya, maupun untuk 
organisasi atau perusahaan. Sedangkan Mathis dan Jackson (2006) 
mengungkapkan bahwa SDM adalah rancangan sistem-sistem formal dalam 
sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara 
efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Dari definisi diatas 
dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan potensi yang 
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dimiliki manusia baik berupa daya pikir, tenaga, ketrampilan, emosi, dan 
potensi  lainnya  yang dapat  digunakan  secara efektif dan  efisien untuk 
memenuhi keinginannya sendiri ataupun untuk mencapai tujuan organisasi 
dan perusahaan. 
Dalam pengembangan kampung budaya kualitas Sumber Daya 
Manusia menjadi faktor utama yang mempengaruhi bagaimana kelanjutan 
kampung budaya kedepannya. Kualitas sumber daya manusia merupakan 
merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya 
dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat 
mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila 
tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban 
pembangunan. Selain keterbatasan SDM, kendala yang dihadapi oleh 
kampung budaya Dusun Sejo yaitu mayoritas masyarakat yang menengah 
kebawah serta faktor yang mengahmbat pengembangan kampung budaya 
yaitu faktor lokasi yang jauh dari akademisi sehingga kampung budaya tidak 
dapat bekerjasama dengan akademisi untuk mendiskusikan pengembangan 
kampung budaya kedepannya. 
Berbeda dengan masyarakat yang berada di beberapa daerah seperti 
Kota Malang yang merupakan Kota Pendidikan dan Kota Pariwisata 
sehingga pengembangan wisata disana dapat dikatakan cukup pesat, 
keterlibatan akademisi dari mahasiswa juga sangat mempengaruhi 
pengembangan wisata di Kota Malang, berbeda dengan kampung budaya 
sejo dimana tempat tersebut jauh dari kampus sehingga masih belum adanya 
kerjasama yang dilakukan pengelola kampung budaya dengan mahasiswa 
untuk memberikan masukan dalam pengembangan kampung budaya. 
 
 
E.   DISKUSI HASIL 
 
Pada bagian diskusi hasil ini peneliti akan membahas tentang perbedaan dan 
persamaan hasil penelitian yang telah dilakukan di kampung budaya Dusun Sejo 
dengan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dalam kerjasama antara 
stakeholders. Dalam pengembangan wisata budaya Dusun Sejo telah menerapkan 
Model  Collaborative  Governance  dimana  terdapat  koordinasi  dan  hubungan 
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kerjasama yang baik antara pengelola dan masyarakat kampung budaya Dusun Sejo 
dengan stakeholders yang terkait antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemerintah Desa Karangrejo, dan PT Nestle Desa 
Karangrejo. Koordinasi dan kerjasama yang baik membuat kampung budaya Dusun 
Sejo dapat berkembang lebih baik dari sebelumnya, akan tetapi perkembangan 
kampung budaya Dusun Sejo hanya terlihat di awal ketika kampung budaya Dusun 
Sejo di canangkan pada tahun 2014 sedangkan di tahun-tahun berikutnya kampung 
budaya Dusun Sejo masih belum terdapat kemajuan yang signifikan. 
Selain itu peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dirasa masih belum maksimal 
dikarenakan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan PP Nomor 2 Tahun 2012 
dimana yayasan atau organisasi yang berhak menerima dana hibah harus berbadan 
hukum dan minimal 3 tahun setelah yayasan atau organisasi tersebut di daftarkan ke 
Kemenkunham sehingga pendanaan kampung budaya Dusun Sejo menjadi terbatas. 
Tidak hanya itu hal yang membuat perkembangan kampung budaya Dusun Sejo 
terhambat yaitu kualitas Sumber Daya Manusia, kualitas Sumber Daya Manusia 
merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan, hanya dari sumber 
daya manusia yang berkualitas tinggi yang dapat mempercepat pembangunan yang 
dalam konteks ini yaitu pengembangan kampung budaya Dusun Sejo. Satu hal lagi 
yang tidak kalah penting dalam pengembangan kampung budaya Dusun Sejo yaitu 
lokasi yang strategis dari sudut pandang tempat pariwisata karena terletak ditengah 
antara Kota Surabaya,  Kota Malang, dan Kota Pasuruan. Hal tersebut  terdapat 
perbedaan apabila kita melihat dari lokasi akademisi dimana kampung budaya Dusun 
Sejo terletak jauh dari kampus-kampus besar seperti yang ada di Kota Malang dan 
Kota Surabaya, hal ini membuat kampung budaya Dusun Sejo kurang mendapat 
masukan atau saran dalam pengembangan kampung budaya Dusun Sejo untuk 
kedepannya. 
Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dari penelitian di kampung budaya 
Dusun Sejo maka akan dibahas perbedaan dan persamaan dengan penelitian 
terdahulu yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini. Pada bagian 
pendahuluan jurnal yang berjudul Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah 
(Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)) menjelaskan 
bahwa keberhasilan pelaksanaan inovasi di daerah tidak dilakukan sendiri oleh 
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pemerintah daerah, namun membutuhkan koordinasi dengan stakeholders lainnya. 
Artinya perlu ada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini 
sejalan dengan paradigma Good Governance yang mengedepankan keterpaduan 
antara pemerintah (state), swasta (private), dan masyarakat (society). 
Pada bagian kesimpulan penulis menjelaskan bahwa SEMIPRO merupakan 
program tahunan yang dilaksanakan biasanya pada liburan sekolah. Hingga tahun 
2013 SEMIPRO dilaksanakan sebanyak lima kali. Selain itu penulis juga 
menjelaskan bahwa tidak adanya sinergitas antar pemerintah, masyarakat, dan swasta 
dalam program Seminggu di Kota Probolinggo dapat dilihat dari dua hal yaitu 
komunikasi yang terjadi bersifat satu arah sehingga tidak terjadi pertukaran informasi 
antar stakholders serta tidak nampak koordinasi melainkan hanya sebatas 
mengumpulkan bantuan dari stakeholders lainnya. Berdasarkan kesimpulan dalam 
penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian Kerjasama Antar 
Stakeholders Dalam Pengembangan Wisata Budaya Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan 
dimana dalam pengembangan kampung budaya Dusun Sejo terdapat kerjasama atau 
terdapat koordinasi yang baik antara pengelola kampung budaya Dusun Sejo dengan 
stakeholders yang terkait  yang dalam hal ini yaitu pemerintah, swasta, seniman dan 
juga masyarakat sekitar. 
Selanjutnya membahas hasil dari jurnal yang berjudul Peran Stakeholders 
Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari 
dimana pada jurnal ini juga menjelaskan bahwa koordinasi antara  stakeholders 
termasuk masyarakat sangat diperlukan guna suksesnya pengembangan wisata bahari 
yang terdapat pada Pulau Samalona Selat Makassar. Pada bagian pendahuluan 
penulis menjelaskan bahwa peran stakeholders dalam pengembangan Pulau 
Samalona menjadi sangat penting karena Pulau Samalona merupakan salah satu 
wisata bahari yang saat ini sedang populer di Kota Makassar namun belum ditunjang 
dengan fasilitas dan pengelolaan yang baik serta kualitas sumber daya manusia 
(masyarakat lokal) masih kurang profesional. Maka dari itu, diperlukan suatu solusi 
agar peran masing-masing stakeholders yang terlibat dapat teridentifikasi dan 
permasalahan-permasalahan yang ada dapat terselesaikan seperti memaksimalkan 
kinerja stakeholders yang terlibat serta terjalin suatu koordinasi dan kerjasama yang 
baik antara stakeholders. 
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Pada bagian kesimpulan penulis menjelaskan bahwa Pemerintah melalui 
Disparekraf Kota Makassar telah melaksanakan program dan kegiatan 
pengembangan pada Pulau Samalona berupa pengembangan sarana prasarana, 
pembinaan sumber daya manusia, dan promosi pariwisata atas dasar Rencana 
Strategis Dinas Pariwisata periode 2009-2014. Pihak swasta beserta masyarakat 
sekitar Pulau Samalona ikut serta dalam pengembangan wisata bahari tersebut, dalam 
hal penyediaan makanan, penginapan jasa pemandu menjadi keterlibatan masyarakat 
dalam pengembangan wisata bahari Pulau Samalona, sedangkan pihak swasta 
membantu aksesibilitas, pemberdayaan masyarakat lokal dan pemanfaatan fasilitas 
lokal, melakukan promosi terhadap Pulau Samalona, melakukan CSR dengan 
membangun sarana prasarana yang di butuhkan masyarakat dan melakukan aktivitas 
peduli lingkungan yaitu budidaya terumbu karang. 
Permasalahan kualitas sumber daya manusia dalam penelitian ini sama dengan 
permasalahan yang dihadapi kampung budaya Dusun Sejo dimana masyarakat 
kampung budaya Dusun Sejo mendapat kesulitan untuk mengembangkan kampung 
budaya mulai dari pendanaan dimana masyarakat disana mayoritas menengah 
kebawah, sulitnya menembus birokrasi pemerintahan, dan mengembangkan website 
untuk mepromosikan kampung budaya Dusun sejo jadi dapat dikatakan bahwa 
kualitas sumber daya manusia sangat memepengaruhi pengembangan kampung 
budaya Dusun Sejo dan ini menjadi hal yang umum terjadi dalam permasalahan 
pengembangan wisata dimana tempat tersebut jauh dari akademisi yang bisa 
memberikan bantuan untuk mengembangkan wisata. 
Pada bagian penyediaan sarana dan prasarana pada kampung budaya dapat 
dikatakan baik dimana jalan utama penghubung Malang, Surabaya, dan Pasuruan 
yang melewati kampung budaya Dusun Sejo masih dalam keadaan baik dan juga 
saluran air kampung budaya Dusun Sejo juga dalam keadaan baik, selain itu juga 
jalan kampung di Dusun Sejo sekarang sudah terpaving dimana beberapa daerah di 
Desa Karangrejo masih ada beberapa Dusun yang jalan kampungnya masih belum 
berupa paving. Dalam hal pembinaan sumber daya manusia, masyarakat kampung 
budaya Dusun Sejo telah mendapatkan binaan dari Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan seperti dengan pengadaan alat sablon kaos dimana hal tersebut dapat 
membuat  masyarakat  kampung  budaya  Dusun  Sejo  bisa  membuat  karya  yang 
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nantinya bisa dijual. Sedangkan dalam hal promosi kampung budaya telah 
mempromosikan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri dengan 
membuat blog, kerjasama dengan sekolah, mengunggah kegiatan di media sosial dan 
mengikutsertakan kampung budaya pada kegiatan atau event daerah. 
Dan yang selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul berjudul Peran Koordinasi 
Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglekok 
Kabupaten Blitar juga berisi tentang kerjasama dan koordinasi antar stakeholders 
yang dalam hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kawasan minapolitan 
di Kecamatan Nglekok Kabupaten Blitar. Pada bagian kesimpulan penulis 
membuktikan dan menjelaskan bahwa Secara umum pelaksanaan kerjasama antar 
stakeholders dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok 
sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi tidak semua stakeholders yang terlibat 
dalam pengembangan kawasan minapolitan sudah melaksanakan perannya secara 
maksimal. Hal ini ditinjukkan dengan masih belum adanya kegiatan dan dukungan 
dana dari beberapa stakeholders. Sedangkan dari aspek koordinasi antar stakeholder 
dilakukan secara intern dan ekstern yang sudah berjalan secara dinamis, akan tetapi 
masih terdapat beberapa kendala antara lain masih adanya mindset egosektoral, 
keterbatasan anggaran dana, dan landasan hukum yang belum kuat untuk menjadi 
pedoman teknis dalam mengatur perencanaan anggaran. 
Hasil penelitian yang telah di dapatkan peneliti pada kampung budaya Dusun 
Sejo memiliki kesamaan dengan hasil yang terdapat pada jurnal Peran Koordinasi 
Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglekok 
Kabupaten Blitar dimana terdapat salah satu atau beberapa stakeholders yang masih 
belum malaksanakan perannya dengan maksimal dan keterbatasan dana. Dalam 
pengembangan kampung budaya Dusun Sejo terdapat beberapa stakeholders yang 
masih belum melaksanakan perannya dengan maksimal seperti halnya Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan, hal tersebut dikarenakan Permendagri Nomor 32 Tahun 
2011 dan PP Nomor 2 Tahun 2012 yang membuat Dinas Pariwisata tidak bisa berbuat 
banyak untuk mengembangkan kampung budaya Dusun Sejo, dalam peraturan 
tersebut dijelaskan bahwa yayasan atau organisasi yang berhak menerima dana hibah 
harus berbadan hukum Kemenkumham dan minimal 3 tahun setelah yayasan atau 
organisasi  tersebut  di  daftarkan,  sedangkan  kampung  budaya  Dusun  Sejo  baru 
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berbadan hukum setelah 2 tahun kampung budaya dicanangkan yaitu pada tahun 
 
2016. Peraturan tersebut membuat kampung budaya mendapat kesulitan dalam hal 
pendanaan, selain itu mayoritas masyarakat kampung budaya yaitu menengah 
kebawah membuat pengembangan menjadi sulit lagi. 
Jadi berdasarkan pembahasan diatas terdapat persamaan dan perbedaan hasil 
yang di dapatkan dalam penelitian Model Kerjasama Antar Stakeholders Dalam 
Pengembangan Wisata Budaya Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan dengan beberapa 
jurnal yang telah menjadi rujukan peneliti. Temuan yang menjadi perbedaan dalam 
penelitian dengan jurnal rujukan yaitu dalam segi lokasi yang sudah dijelaskan tadi 
apabila dilihat dari sudut pandang lokasi pariwisata, kampung budaya Dusun Sejo 
menjadi lokasi yang strategis karena dilewati jalan utama antara Kota Malang, Kota 
Surabaya dan Kota Pasuruan sedangkan dari sudut pandang akademisi, lokasi 
kampung budaya Dusun Sejo dapat dikatakan jauh dari kampus-kampus besar seperti 
di Kota Surabaya dan Kota malang sehingga masih belum terdapat kegiatan 
pengembangan yang melibatkan akademisi seperti yang terdapat pada 
pengembangan wisata-wisata di Kota Malang dimana masyarakat sangat terbantu 
oleh akademisi dalam mengembangkan pariwisata. Selanjutnya yang membedakan 
hasil temuan dalam penelitian ini yaitu Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan PP 
Nomor 2 Tahun 2012 dimana yayasan atau organisasi yang berhak menerima dana 
hibah harus berbadan hukum dan minimal 3 tahun setelah yayasan atau organisasi 
tersebut di daftarkan ke Kemenkunham sehingga pendanaan kampung budaya Dusun 
Sejo menjadi terbatas. 
 
 
F.   Kesimpulan 
 
Sehubungan dengan hasil dan pembahasan pada penelitihan ini dapat diperoleh 
gambaran yang jelas mengenai model kerjasama antar stakeholders dalam 
pengembangan wisata budaya Dusun Sejo serta permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi oleh kampung budaya Dusun Sejo dalam pengembangannya. Model 
collaborative governance di terapkan dalam pengembangan kampung budaya Dusun 
Sejo dimana pihak pemerintah dan non pemerintah terdapat hubungan kerjasama 
antar stakeholders untuk memajukan kampung budaya Dusun Sejo, namun masih 
terdapat beberapa stakeholders yang belum nmenjalankan perannya secara maksimal 
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dan  pengembangan  atau  pembangunan  kampung  budaya  tidak  berkelanjutan 
sehingga kampung budaya Dusun Sejo belum bisa berkembang dengan baik. 
Kampung budaya Dusun Sejo mempunyai beberapa kendala dalam 
pengembangannya. Pertama, kurangnya dana atau pendanaan merupakan hal utama 
yang membuat kampung budaya Dusun Sejo belum bisa maksimal dalam 
pengembangannya ditambah masyarakat di Dusun Sejo sebagian besar merupakan 
masyarakat menengah kebawah, hal tersebut membuat kampung budaya Dusun Sejo 
tidak bisa maksimal dalam mengadakan setiap event kegiatan sebagai upaya untuk 
mempromosikan kampung budaya. 
Kedua, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia juga menyebabkan 
terhambatnya pengembangan kampung budaya Dusun Sejo dimana kualitas Sumber 
Daya Manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerakan pembangunan 
selain itu dari segi lokasi kampung budaya Dusun Sejo jauh dari Akademisi dimana 
keterlibatan akademisi sangat berpengaruh dalam pengembangan wisata seperti 
halnya di Kota Malang. Ketiga, komunikasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
serta Pemerintah Desa dapat dikatakan kurang padahal komunikasi dan masukan dari 
pemerintah sangat membantu untuk memberi gambaran kepada masyarakat 
bagaimana pengembangan kampung budaya Dusun Sejo untuk kedepannya. 
Keempat, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan PP Nomor 2 Tahun 2012 
dimana organisasi kemasyarakatan dapat menerima dana hibah apabila telah 
berbadan hukum dan minmal 3 tahun setelah  yayasan tersebut di daftarkan ke 
Kemenkumham sedangkan kampung budaya Dusun Sejo sekarang masih 1 tahun 
setelah didaftarkan kepada kemenkumham. Peraturan tersebut membuat masyarakat 
Dusun Sejo mendapat kesulitan untuk mengadakan event kegiatan atau 
mengembangkan kampung budaya Dusun Sejo. 
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